
EDUNOMIKA (ISSN:2598-1153)   Vol. 09, No. 03, 2025 
 

1 

PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING, E-BILING, DAN SANKSI PAJAK 

TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PIBADI :  

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Karasidenan Surakarta) 

 

Ihsan Frendy Anshari
1)

, Banu Witono
2)

 
1
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muhammadiyah Surakarta 

E-mail: b200210543@student.ums.ac.id 
2
Fakultas Ekonomi dan Bisnis/Universitas Muhammadiyah Surakarta 

E-mail: bw257@ums.id 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of the Implementation of the E-Filing System, E-Biling, and 

Tax Sanctions on the Compliance Level of Individual Taxpayers with Case Studies at the 

Primary Tax Service Office in the Surakarta Karasidenan. This research uses quantitative 

methods using a survey approach. The population in this study is individual taxpayers registered 

at the Surakarta Karasidenan Tax Office. Data were collected through questionnaires 

distributed to 60 respondents selected using convenience sampling technique. The variables 

measured in this study include the application of the e-filing system, e-billing and tax sanctions 

and the level of compliance of individual taxpayers. The data were analyzed using multiple 

linear regression analysis. The results showed that the Application of E-Filling has a significant 

effect on taxpayer compliance while, E-Billing and Tax Sanctions have no significant effect on 

individual taxpayer compliance. These findings indicate that convenience and efficiency in the 

tax reporting process through E-Filing have an important role in increasing individual taxpayer 

compliance. Meanwhile, the application of E-Billing and the provision of tax sanctions has not 

been able to have a significant effect on the level of compliance, which may be due to a lack of 

understanding, socialization, or effectiveness of these two aspects in practice. 
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1. PENDAHULUAN 

Kepatuhan perpajakan merupakan faktor penting dalam menjamin keberlanjutan penerimaan 

negara, mengingat sektor pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan Viona et al. 

(2025). Pajak berperan besar dalam mendukung berbagai sektor publik seperti pendidikan, 

kesehatan, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak, baik 

individu maupun badan usaha, menjadi indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu befaea 

(Judijanto, 2024). Sejalan dengan itu, (Umamah et al., 2024) juga menegaskan bahwa pajak 

merupakan salah satu pilar utama pendapatan negara yang menopang program-program 

pembangunan. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sangat penting demi 

kelancaran penerimaan negara dan efektivitas pelaksaan program pemerintah. 

Di Indonesia, sistem perpajakan yang diterapkan menganut prinsip Self Assessment System, 

yaitu suatu sistem yang memberikan kewenangan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, 

membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dalam konteks ini, peran 

aktif wajib pajak menjadi sangat krusial, sehingga dibutuhkan sistem yang sederhana, mudah 

diakses, dan didukung oleh pemahaman yang memadai agar pelaksanaannya efektif dan 

berkelanjutan.  

Namun demikian, dalam konferensi pers APBN KITA pada 2 Januari 2024, Menteri 

Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa tax ratio Indonesia tahun 2023 turun menjadi 
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10,21% dari 10,39% pada tahun sebelumnya. Penurunan ini menjadi perhatian serius karena 

Indonesia memiliki tax ratio  terendah di ASEAN. Untuk itu, strategi peningkatan tax ratio 

sangat diperlukan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7% pertahun,  

sebagaimana yang disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa 

(http://bit.ly/4m1aH2Z). Data OECD juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak individu di 

Indonesia hanya sekitar 9%, jauh di bawah kontribusi PPh Badan yang mencapai 29%. Padahal, 

di banyak negara, kontribusi pajak individu menyumbang jauh lebih besar dibandingkan pajak 

badan usaha. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya literasi perpajakan di kalangan wajib pajak 

orang pribadi.  

Kebijakan seperti Certificate Clearance dan Earned Income Tax Credit (EITC) dapat 

membantu meningkatkan kepatuhan. EITC, yang ditujukan bagi individu berpenghasilan 

menengah dan rendah, tidak hanya mendorong mereka masuk ke sistem perpajakan formal, 

tetapi juga menekan sektor ekonomi informal dan meningkatkan tax ratio serta kemandirian 

fiskal. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia adalah prosedur pelaporan dan 

pembayaran pajak yang dianggap rumit, sehingga menghambat pelaksanaan sistem Self 

Assessment. Ketidaksesuaian prosedur ini berkontribusi terhadap rendahnya kesadaran wajib 

pajak, dan berdampak langsung terhadap menurunnya penerimaan negara (Bibi Rhahena et al., 

2024) 

Sebagai respons, pemerintah terus meningkatkan sosialisasi, memperbaiki kualitas pelayanan 

pajak, serta menegakkan hukum secara lebih tegas. Di samping itu, digitalisasi melalui e-filing 

dan e-billing juga dikembangkan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran  (Abhull 

Azwad et al., n.d.). Dalam penelitian ini, kepatuhan pajak orang pribadi diukur melalui tiga 

proksi: e-billing, e-filing, dan sanksi pajak. E-filing dan e-billing dipilih karena mampu 

menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta menyediakan data 

akurat untuk evaluasi kepatuhan (Tampatonda et al., 2025). Sementara itu, sanksi pajak berperan 

sebagai mekanisme kontrol untuk menegakkan kepatuhan. Dukungan teknologi dalam pelaporan 

dan pembayaran pajak dinilai penting untuk mengoptimalkan kepatuhan (Prayoga et al., 2024). 

Modernisasi dalam administrasi pajak adalah penerapan teknologi digital untuk mempermudah 

proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan pajak (Septiyani & Sitompul, 2022). Namun, 

tantangan masih ada seperti kurangnya pemahaman, kompleksitas administrasi, persepsi negatif 

terhadap penggunaan pajak, serta lemahnya pengawasan dan sanksi. (Niati, 2024) 

E-filing dan E-Billing merupakan reformasi digital dalam administrasi pajak di Indonesia 

yang didukung oleh pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan 

pembayaran pajak (Aditya et al., 2024). E-filing memungkinkan pelaporan pajak secara 

elektronik, sementara e-billing memfasilitasi pembayaran pajak secara online. Kedua sistem ini 

bertujuan mengurangi birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan 

kesalahan pelaporan. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan wajib pajak pribadi lebih 

mudah memenuhi kewajiban dan patuh terhadap peraturan perpajakan (Giovani & Ariani, 2024). 

Kemudahan akses dan kepraktisan ini turut mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak 

dengan meminimalkan hambatan administratif. Meski demikian, beberapa penelitian lain 

menunjukkan hasil yang beragam. Ada yang menyatakan e-filing meningkatkan kepatuhan 

karena efisiensi dan akurasi (Mulyati & Ismanto, 2021), tetapi ada pula yang menyebutkan e-

filing kurang berpengaruh karena kendala literasi dan akses teknologi (Febrina & Susanti, 2024) 

Sanksi pajak menjadi peranan penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Ketika 

sanksi dinilai tegas dan adil, wajib pajak cenderung patuh untuk menghindari kerugian finansial 

(Fithiyaturrahmah, 2024)&(Nona Dince & Nona Desy, 2023). Namun, efektivitas sanksi ini 

masih diperdebatkan Penelitian (Asnifah & Fahriani, n.d.), serta (Hasan & Septianingrum, 2024), 

menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan wajib 
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pajak. Rendahnya efektivitas ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman, lemahnya persepsi 

terhadap keadilan, serta minimnya sosialisasi kebijakan sanksi. Oleh karena itu, peningkatan 

kepatuhan tidak dapat hanya bergantung pada pemberian sanksi semata, melainkan juga perlu 

diiringi dengan edukasi yang berkelanjutan, pembinaan kepada wajib pajak, serta penguatan 

kesadaran akan peran strategis pajak dalam pembangunan nasional. 

  

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh variabel penerapan E-filing, E-billing dan sanksi pajak. Pendekatan 

kuantitatif dipilih karena mampu memberikan penjelasan secara sistematis dan objektif terhadap 

hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dengan bantuan alat analisis statistik. Penelitian 

ini juga bersifat kausal yaitu untuk melihat hubungan sebab-akibat antar variabel. Rancangan 

penelitian yang digunakan adalah survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. 

Kuesioner dirancang untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang telah 

ditentukan. Dalam penelitian ini, variabel bebas (independen) terdiri dari penerapan e-filing 

(X1), e-billing (X2), dan sanksi pajak (X3. Sedangkan variabel terikat (dependen) adalah  

kepatuhan wajib pajak. 

Ruang lingkup dari penelitian ini difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sekarasidenan Surakarta. Objek penelitian ini adalah persepsi 

wajib pajak terhadap layanan digital pajak yang langsung terpengaruh oleh implementasi  

berdasarkan empat indikator utama, yaitu implementasi e-filing, e-billing, dan sanksi pajak. 

Tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Pajak Pratama Sekarasidenan Surakarta, meliputi 

wilayah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Boyolali, dan 

Sragen tepatnya pada wajib pajak orang pribadi pada wilayah penelitian tersebut. Pemilihan 

wilayah Karasidenan Surakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa alasan selain 

dari wilayah tersebut merupakan cakupan operasional utama KPP Paratama dan memiliki jumlah 

wajib pajak orang pribadi yang besar, wilayah tersebut juga memiliki tingkat adopsi layanan 

digital, seperti e-filing dan e-billing cukup tinggi, sehingga relevan untuk menilai persepsi 

terhadap layanan perpajakan digital, serta variasi karakteristik sosial ekonomi yang 

memungkinkan diperolehnya gambaran yang lebih komperhensif terkait kepatuhan pajak. 

Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen berupa kuesioner yang disusun berdasarkan 

indikator masing-masing variabel. Kuesioner dibagikan secara daring melalui Google Form, dan 

Angket dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan kemudahan dalam menjangkau 

responden. Pemilihan jenis data primer ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian 

(Abdurachman, I. E, & Librita Afriani, S.K.O.M., 2022). Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah convinience sampling yaitu populasi yang dipilih tidak 

terbatas sehingga peneliti mempunyai kebebasan dalam menentukan jumlah sampel yang paling 

efisien (Firmansyah & Dede, 2022). Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: (1) Pengguna aktif aplikasi pajak digital e-filing dan e-billing. (2) Masyarakat 

yang memiliki tanggungan pajak, dan (3) Masyarakat yang terdaftar di Kantor Pajak Pratama 

(KPP) Karasidenan Surakarta. Kriteria ini ditetapkan agar responden benar-benar memahami dan 

memiliki pengalaman dalam menggunakan layanan pajak digital, seperti e-filing dan e-billing. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu, didapatkan sampel keseluruhan sebanyak 60 responden dalam 

penelitian ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. 

Definisi operasional variabel digunakan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana setiap 

variabel diukur dalam konteks penelitian ini. Variabel penerapan e-filling (X1) diukur 

berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap kemudahan dan keefisienan dalam menggunakan 
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system e-filing. Indikator yang digunakan antara lain: kemudahan pengisian SPT secara daring, 

efisiensi watu pelaporan, kecepatan akses layanan, dan pengurangan kesalahan administratif. 

Variabel E-billing (X2) diukur dari persepsi wajib pajak mengenai kemudahan pembayaran 

pajak secara elektronik. Indicator yang digunakan mencakup: kemudahan membuat ID Billing, 

kecepatan proses pembayaran, kemudahan akses mellaui berbagai kanal pembayaran, serta 

kejelasan informasi tagihan pajak.  Variabel sanksi pajak (X3) mencerminkan pandangan wajib 

pajak terhadap keberlakuan dan efek sanksi dalam mendorong kepatuhan pajak. indicator yang 

digunakan meliputi: tingkat ketegasan sanksi, kesadaran terhadap risiko sanksi, keadilan dalam 

penerapan sanksi, dan efektivitas sanksi dalam membentuk perilaku taat pajak. Variabel 

kepatuhan wajib pajak (Y) diukur berdasarkan tingkat kepaatuhan dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan, terutama pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu dan benar. 

Indicator yang digunakan antara lain: ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan dokumen, 

keakuratan data SPT, dan konsistensi dalam memenuhi kewajiban pajak tiap tahun. 

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh simultan dan parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen. 

Analisis ini dipilih karena mampu mengidentifikasi seberapa besar kontribusi masing-masing 

variabel bebas dalam menjelaskan variasi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebelum 

dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap 

instrumen kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas diuji 

dengan teknik korelasi Pearson’s Corelation, dan instrumen dinyatakan valid jika nilai 

signifikansi < 0,05. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen 

memberikan hasil yang konsisten. Uji ini dilakukan menggunakan Cronbach’s Alpha, dan nilai 

alpha di atas 0,7 dianggap reliabel.  

Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan linearitas. Uji normalitas bertujuan untuk memastikan bahwa data 

residual berdistribusi normal. Uji multikolinearitas digunakan untuk memastikan tidak terdapat 

korelasi tinggi antar variabel bebas. Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah terdapat 

varians residual yang tidak konstan. Sedangkan uji linearitas digunakan untuk mengetahui 

apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Selanjutnya 

dilakukan uji F untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara simultan terhadap 

variabel terikat. Jika nilai signifikansi uji F < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang digunakan layak. Selain itu juga dilakukan uji t untuk menguji pengaruh masing-masing 

variabel bebas secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t menunjukkan variabel mana 

saja yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 

Terakhir, dilakukan perhitungan koefisien determinasi (R²) untuk mengetahui sejauh mana 

variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai R² yang mendekati 1 

menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variabilitas data dengan baik. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1.Hasil penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-filling, dan e-billing dan 

sanksi pajak terhadap tingkat kepatuuhan wajib pajak orang pribadi. Data dikumpulkan melalui 

penyebaran kuesioner kepada 60 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang 

menggunakan platform pajak digital. Responden terdiri dari berbagai latar belakang jenis 

kelamin, usia, dan pekerjaan. Karakteristik responden menunjukkan bahwa mayoritas wajib 

pajak orang pribadi adalah kelompok usia produktif (25-35 tahun), dengan sebagian besar wajib 
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pajak orang pribadi dalam penelitian ini yaitu perempuan, dan sebagian besar wajib pajak orang 

pribadi dalam penelitian bekerja sebagai Karyawan Swasta. 

Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, seluruh item pertanyaan dinyatakan valid dan 

reliabel, karena nilai korelasi item > 0,30 dan nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 untuk semua 

variabel. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas, yang semuanya memenuhi syarat analisis regresi. 

Uji linear berganda 

Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda: 

Tabel 1. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variable 

Independen 

Koefisien 

Regresi 
t-hitung 

Sign.  

(p-value) 

E-filing (X1) 0,259 2,112 0.039 

E-Billing (X2) 0,202 1,226 0.225 

Sanksi Pajak (Y) 0,106 1.067 0.291 

Konstanta 6,877 2.182 0.033 

R² 0,253 
  

F hitung 7,651 
  

Sumber: Output IBM SPSS 23 

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa semua variabel independen berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel dependen (tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Nilai 

koefisien determinasi (R²) sebesar 0,253 atau 25,3% menunjukkan bahwa 25,3% variasi tingkat 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dijelaskan oleh ketiga variabel: penerapan e-filing, e-

billling dan sanksi pajak, sedangkan sisanya 74,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 

penelitian. 

3.2.Pembahasan 
Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, ditemukan bahwa 

seluruh variabel independen yang terdiri dari penerapan e-filing (X1), e-billing (X2), dan sanksi 

pajak (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi (Y). Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi (p-value) seluruh variabel yang 

berada di bawah angka 0,05 serta nilai koefisien regresi yang positif. Dengan nilai R² sebesar 

0,253, ini berarti bahwa 25,3% variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh 

tiga variabel tersebut, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. 

Pertama, variabel penerapan e-filing (implementation of e-filing) hasil uji t menunjukkan 

2.112 > 2.00324 dengan signifikansi 0.039 < 0.005, sehingga penerapan e-filing berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. menunjukkan pengaruh paling besar terhadap tingkat kepatuhan 

wajib pajak. temuan ini sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku patuh 

pajak dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kemudahan dan efisiensi e-filing. Maka, 

keberadaan e-filing sebagai fasilitas eksternal mampu mendorong perilaku patuh secara lebih 

efektif. Temuan ini selaras dengan hasil penelitian  yang dilakukan oleh (Supriatiningsih & 

Jamil, 2021) dan (Arifin & Syafii, 2019) yang menyatakan bahwa kemudahan dan fleksibelitas 

e-filing dalam pelaporan SPT secara daring berkontribusi signifikan terhadap peningkatan 

kepatuhan wajib pajak dengan meminimalkan hambatan administrative dan waktu.  

Kedua, penerapan e-billing (Implementation of e-billing) menunjukkan hasil uji t hitung 

1.226 < 2.00324 dengan nilai signifikan 0.225 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya 

penerapan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh. Jika dikaitkan dengan 

teori atribusi, hal ini mencerminkan bahwa perilaku wajib pajak lebih dipengaruhi oleh faktor 

internal, seperti kesadaran dan tanggung jawab pribadi, dibandingkan faktor eksternal seperti 
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kemudahan sistem. Meskipun e-billing tersedia, jika wajib pajak tidak memiliki motivasi internal 

untuk patuh, maka sistem tersebut tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Hasil penelitian ini 

mendukung temuan yang dilakukan oleh (Handayani & Napsiah, 2024), (Mulyana et al., 2025), 

serta (Agisni & Mahpudin, 2024), yang menyatakan bahwa penerapan e-billing tidak 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. hal ini disebabkan oleh 

persepsi wajib pajak bahwa e-billing hanya berfungsi sebagai alat administratif, serta masih 

rendahnya literasi digital dan kurangnya sosialisasi dari otoritas pajak.  

Ketiga, sanksi pajak (tax sanctions) menunjukkan nilai hasil uji t hitung 1.067 < 2.00324 

dengan nilai signifikan 0,291 > 0.05, sehingga sanksi pajak dinyatakan tidak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. jika dikaitkan dengan teori atribusi, hal ini menunjukkan bahwa 

kepatuhan lebih dipengaruhi oleh faktor internal, bukan semata-mata oleh faktor faktor eksternal 

seperti ancaman hukuman. Dengan asumsi, meskipun sanksi tersedia, tanpa adanya dorongan 

internal, wajib pajak tetap tidak termotivasi untuk patuh. (Akbar & Hardiansyah, 2024)  

menyatakan bahwa Ketika wajib pajak mengetahui bahwa kemungkinan dikenai sanksi sanagat 

kecil, maka efektivitas sanksi sebagai alat pendorong kepatuhan menjadi rendah. Hal tersebut 

diperkuat oleh temuan yang sebelumnya dilakukan oleh (Asnifah & Fahriani, n.d.), serta (Hasan 

& Septianingrum, 2024), yang mengungkapkan bahwa sanksi pajak belum memberikan 

pengaruh langsung yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. temuan ini mencerminkan bahwa 

keberadaan sanksi tidak secara otomatis meningktkan kepatuuhan, terutama karena masih 

rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan sanksi, minimnya sosialisasi dari 

otoritas pajak, serta lemahnya persepsi terhadap keadilan dan kosistensi dalam penerapan sanksi 

tersebut. 

Nilai F-hitung sebesar 7.651 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa model 

regresi secara simultan signifikan, artinya variabel e-filing, e-billing, dan sanksi pajak secara 

Bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. meskipun secara parsial 

hanya variabel e-filing yang terbukti berpengaruh signifikan, namun integrasi sistem layanan 

digital dan pendekatan sanksi tetap relevan dalam strategi penguatan kepatuhan. Otoritas pajak 

dapat menjadikan temuan ini sebagai landasan dalam merancang strategi pelayanan yang lebih 

komperhensif. Misalnya, peningkatan efektivitas e-filing dapat dibarengi dengan perbaikan 

sistem e-billing, serta penguatan persepsi atas keadilan dan konsistensi penerapan sanksi. Dari 

sisi edukasi, pemerintah perlu menyasar peningkatan literasi digital dan kesadaran perpajakan, 

terutama kepada segmen wajib pajak orang pribadi yang masih menghadapi hambatan teknis 

atau motivasional. Dengan demikian, strategi kepatuhan dapat didorong tidak hanya secara 

administratif, tetapi juga melalui pembinaan sikap dan perilaku wajib pajak secara berkelanjutan. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan kuantitatif dapat mengidentifikasi 

secara objektif hubungan antar variabel yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam 

konteks digitalisasi administrasi perpajakan. Temuan ini menggarisbawahi bahwa tidak cukup 

hanya menyediakan sistem berbasis teknologi seperti e-filing dan e-billing, namun perlu pula 

mempertimbangkan faktor-faktor psikologis wajib pajak, seperti pemahaman, kenyamanan, dan 

persepsi terhadap keadilan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan tidak hanya 

dipengaruhi oleh aspek rasional atau administratif semata, tetapi juga oleh sikap dan persepsi 

internal yang bersifat subjektif. 

Penelitian ini menguatkan bahwa strategi kebijakan perpajakan perlu mempertimbangkan 

pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya menitikberatkan pada penerapan teknologi, tetapi juga 

pada edukasi dan pembinaan. Dengan menggunakan data kuantitatif, model regresi yang 

digunakan mampu menunjukkan secara terukur bahwa e-filing berkontribusi signifikan terhadap 

kepatuhan, sedangkan e-billing dan sanksi pajak memerlukan optimalisasi agar lebih efektif. 
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Oleh karena itu, kebijakan berbasis data dan pemahaman perilaku wajib pajak menjadi kunci 

dalam meningkatkan efektivitas transformasi digital di bidang perpajakan. 

 

4. KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara ketiga variable independent yang diuji, yaitu 

penerapan e-filing, e-billing dan sanksi pajak, hanya e-filing yang terbukti memiliki pengaruh 

signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa 

penggunaan sistem pelaporan pajak secara elektronik (e-filing) telah memberikan dampak nyata 

dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. kemudahan akses, efisiensi waktu, serta 

pengurangan birokrasi yang ditawarkan oleh e-filing kemungkinan menjadi faktor utama yang 

mendorong perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  

Sementara itu, e-billing dan sanksi pajak tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam 

model regresi yang diuji. Meskipun secara teori kedua variable ini seharusnya dapat mendorong 

kepatuhan, dalam praktiknya mereka belum menberikan efek yang kuat. Hal ini bisa disebabkan 

oleh beberapa kemungkinan, seperti kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap system 

pembayaran elektronik (e-billing) atau lemahnya penegakan sanksi yang membuat wajib pajak 

tidak merasa terdorong untuk patuh karena rasa takut terhadap hukuman. Dengan demikian, 

peemrintah perlu mengevalusi efektivitas pelaksanaan e-billing dan sanksi pajak agar dapat lebih 

optimal dalam mendukung kepatuhan pajak. 

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan strategi layanan digital 

perpajakan, khususnya di lingkungan Kantor Pelayanan Pratama (KPP) yang berada di wilayah 

Sekarasidenan Surakarta dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan 

pada penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan system e-filing sebagai sarana utama 

dalam mendorog kepatuhan di wilayah tersebut. Dalam perspektif teori atribusi, tingkat 

kepatuhan yang meningkat dapat terjadi ketika wajib pajak mengaitkan kemudahan system 

pelaporan sebagai faktor internal yang mendukung perilaku positif. Oleh karena itu, Kantor 

Pajak di wilayah Karasidenan Surakarta disarankan untuk memprioritaskan peningkatan 

efektivitas layanan e-filing, menyederhanakan proses e-billing, serta meningkatkan edukasi 

perpajakan secara massif. Pendekatan yang menekankan pada pemahaman, bukan sekedar 

pengenaan sanksi, akan lebih efektif dalam membangun kesadaran dan kepatuhan yang 

berkelanjutan. 
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